
V. PENUTUP

A. kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan dan juga faktor-faktor

penghambat perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana dari publikasi media

massa yang telah dibahas sebelumnya pada bab IV, penusil memberi kesimpulan

sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana dari publikasi media

massa sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 64 ayat 2

huruf g Adalah dengan cara menyamarkan identitas anak seperti nama, foto,

nama keluarga. Kemudian melalui kebijakan legislatif untuk merubah

peraturan yang lemah. Upaya yang dilakukan masyarakat berupa pengaduan

terhadap pelanggaran mdia massa. Memberikan pemahaman terhadap

wartawan dan juga media massa mengenai tata cara peliputan anak pelaku

tindak pidana merupan suatu cara yang ampuh didalam melindungi hak-hak

anak pelaku tindak pidana dari publikasi media massa.

2. Faktor penghambat dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana adalah

tidak adanya payung hukum dalam memberikan sanksi bagi pelanggar.

Kurangnya perhatian masyarakat mengenai masalah identitas anak pelaku

tindak pidana yang harus dirahasiakan. Ketidak pahaman wartawan mengenai

hak-hak anak pelaku tindak pidana dari publikasi.
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Reformasi hukum dibidang perundang-undangan adalah suatu jalan utama untuk

melindungi hak-hak anak, termasuk hak-hak anak pelaku tindak pidana dari

publikasi media massa. Untuk itu kiranya undang-undang yang mengatur tentang

hak-hak anak pelaku tindak pidana segera direvisi kembali berkaitan dengan

peberian sanksi pidana tehadap pelanggaran peraturan tersebut. Masyarakat

diharapkan dapat memantau pemberitaan di media massa dan bila terdapat

pelanggaran, masyarakat mengupayakan aduan kepada perusahaan media massa

yang bersangkutan.

Wartawan dan media massa seharusnya lebih memahami lagi hak-hak anak peaku

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan juga kode etik wartawan

yang harus dipatuhi. Dewan pers harus lebih giat lagi untuk memantau media

massa. Bila terdapat pelanggaran dewan pers harus lebih tegas dalam menegur

dan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar kode

etik.
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Namun sangat disayangkan Undang-undang pengadilan anak tidak memberikan

sanksi bagi pelanggarannya dan juga pelanggaran terhadap penyidikan yang tidak

dirahasiakan sehingga tidak bisa digugat melalui pengadilan. Walaupun tidak

adanya sanksi yang diberikan terhada pelanggaran tersebut, masih ada jalan lain

untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Ketika perkara anak pelaku tindak

pidana itu disidangkan di pengadilan, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa

mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan

penuntut umum.

Pihak terdakwa dapat menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan itu tidk

memiliki landasan hukum karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak

sah. Ketidak sahannya disebabkan pada waktu proses penyidikan


